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6.

10.

Seluruh staf pengajar civitas akademika Universitas Medan Area Fakultas Hukum
khususnya dan Univeritas Medan Area umumnya.

Kepala Tata Usaha Ibu Ratna beserta jajaran yang begitu banyak membantu saya
dengan tidak pernah mempersulit segala urusan administrasi ,dan selalu
memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesabaran dalam melayani segala
keperluan saya.

Sahabat sekaligus saudara-saudara seperjuangan saya di organisasi Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UMA : Habibi, Arief Rahman Trisnohadi, Nur
Handayani, yang selalu setia menemani dalam suka dan duka, yang terus
mendukung saya dalam penyelesaian skripsi saya ini, kalian adalah yang terbaik.
Untuk Rosiman, Dian Hsb, Lailatul Husna, Ayu Servika, Faisal, Desi, Yulita, Diah Afifa,
Nopa, Aman dan seluruh adinda-adinda yang tidak dapat dapat disebutkan satu
persatu, terimakasih juga atas dukungannya.

Para Senior di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UMA :
M.Heri, Ifda Hanum, Nirda, Fiji Indra, Hendra Hidayat, Kasferi Aswandi, Asyhari Arif,
Syahrul Sihaloho, Fakhrurrazi, Khairil Aulia Rahman, Rini Safriza dan seluruh abangda
serta kakanda yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang, selalu membimbing
dan memotivasi saya selama ber-Mahasiswa.

Para Senior di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan : Nuriono, Muslim Muis, Irfan
Mawi, Surya Adinata, M.Khaidir Hrp, Syah Rijal Munthe, Bahrain, Oktober Siahaan,
Sri Hidayani, Yurika, Ahmad Irwandi Lubis, Anggun Rizal Pribadi, Ismail Hasan,
William Albert Zai, serta para rekan Ruben Panggabean, Ismail Lubis, Abdul Aziz
Tambunan, Juliadi, Jupenris Sidauruk, yang selalu mendukung dan memotivasi saya

dalam penyelesaian skripsi saya ini.
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mendapatkan sepertiga dari gaji suaminya. Dan jika tanpa ada anak, istri
berhak mendapatkan setengah dari gaji suaminya. (Pasal 8 ayat (1,2 dan
3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 1990).

E. Tujuan Penulisan

Diantara tujuan penulis untuk melakukan penelitian dalam masalah Hak istri

setelah diceraikan oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ini adalah

sebagai berikut:

1

Untuk menyelesaikan perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas
Medan Area Program Strata-1 (S-1) Hukum Keperdataan.

Melalur tulisan ini penulis bermaksud memberikan gambaran dan
penjelasan kepada masyarakat terutama pihak yang terkait langsung
dengan bagaimana saja hak istri yang telah diceraikan oleh suami yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Agar skripsi ini nantinya dapat menjadi sumbangsih penulis kepada

almamater penulis sendiri khususnya dan dunia Hukum umumnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode dalam pengumpulan datayang digunakan penulis dalam

penelitian ilmiah skripsi ini adalah sebagai berikut:

Penelitian Kepustakaan (Library Research)
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haid itu terjadi atau tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa falag dalam masa
haid itu jatuh. Selanjutnya ulama yang berbeda pendapat tentang apakah suami
yang telah men-talag istri haid itu dipaksa untuk kembali atau tidak. Menurut
Imam Malik dan pengikutnya suami itu wajib kembali kepada istrinya dan
dipaksa kalau dia tidak mau. Imam As-syafi’i, Abu Hanifah, al-Tsauriy, dan
Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum ruju’ disimi hanyalah sunnah, dan oleh
karena itu suami tidak dipaksa untuk kembali kepada istrinya.

Sedangkan sebagian yang termasuk ulama Syi’ah Imamiyah berpendapat bahwa
talag dalam masa haid itu tidak jatuh. Alasannya adalah karena ralag seperti itu
tidak diterima oleh Nabi. Dengan demikian, tidak sesuai dengan aturan Nabi dan
yang tidak sesuai aturan Nabi itu adalah bid 'ah. Talag ditinjau dari segi ucapan
yang digunakan terbagi kepada dua macam yaitu:

1. Talaq tanjiz, yaitu talaq yang dijatuhkan suami dengan menggunakan
ucapan langsung, tanpa dikaitkan dengan waktu, baik menggunakan
ucapan sharih atau kinayah.

2. Talag ta’lig, yaitu falag yang dijatuhkan suami dengan menggunakan
ucapan yang pelaksanaannya sesuatu yang terjadi kemudian, baik
menggunakan /afaz sharih atau kinayah separti ucapan suami: “bila
ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya falag™. Talaq dalam bentuk
ini baru terlaksana efektif setelah syarat yang dijatuhkan terjadi.

Talag dari segi siapa yang mengucapkan talaq itu secara langsung dibagi

kepada dua macam:
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7. Suami melanggar Ta'lik Talak
8. Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga
(Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
Sedangkan isi / bunyi dari Shigat Ta'lik Talak adalah sbb :
"Sesudah Akad Nikah Saya berjanji dengan sepenuh hati bahwa saya akan
menepati kewajiban saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli Istri
saya dengan baik (muasyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syariat Isiam.
Selanjutnya saya membaca Shigat Ta'lik atas Istri saya tersebut sebagai berikuf :
Sewaktu-waktu saya :
1. Meninggalkan Istri saya 2 (dua) Tahun berturut-turut
2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) Bulan lamanya,
3. atau saya menyakiti badan / jasmani Istri saya
4. atau saya membiarkan (tidak memerdulikan) Istri saya 6 (enam) Bulan
lamanya, .
kemudian Istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan
Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut,
dan Istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah} sebagai

Iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya"

Alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, bukan alasan secara keseluruhan

harus ada / harus terpenuht semua alasan-alasan tersebut untuk mengajukan
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BAB 1il

PUTUSNYA PERKAWINAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Pengertian Perceraian

Perkawinan adalah rahmat dan nikmat dari Allah subhanahu wata’ala, yang
dengan pernikahan itu manusia merasakan kasih sayang, kedamaian, kelembutan
dan nikmatnya kehidupan. Namun di sisi lain tidak setiap orang yang membina
rumah tangga akan mendapatkan apa yang tersebut di atas.

Bahkan hampir dipastikan bahwa setiap rumah tangga akan menghadapi
berbagai problem, keretakan dan gesekan yang dapat mengganggu keharmonisan
rumah tangga. Masalah rumah tangga terkadang dapat diatasi dan diselesaikan
dengan biak, namun terkadang sangat sulit diselesaikan sehingga semakin hari
semakin besar dan berlarut-larut dan tak jarang yang akhirnya berujung dengan
perceraian.

Maka merupakan nikmat dan rahmat dari Aliah subhanahu wata’ala juga,
bahwa manusia tidak dibebani oleh Allah dengan sesuatu yang dia tidak mampu
memikulnya. Oleh karena itu ketika kehidupan rumah tangga yang tadinya
merupakan nikmat telah berubah menjadi bencana, prahara dan bahkan seperti
neraka maka talak bisa jadi merupakan rahmat yang dapat membebaskan suami
istri dari prahara tersebut. Ini jika suami istri memandang bahwa permasalahan
sudah menemui jalan buntu dan kedua belah pihak atau salah satunya benar-benar

sudah menghendaki perpisahan.

41
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Sebelum kedatangan Islam, manusia menalak istrinya semau-maunya dan
kapan saja dia ingin. Kemudian datanglah Islam dengan membawa aturan yang
jelas dan rinci tentang kapan talak itu diperlukan, kapan waktunya, berapa
bilangan talak dan lain sebagainya. Namun meski diatur sedemikian, talak
merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah, dan hukum asal talak
adalah makruh (dibenci) karena akan mendatangkan berbagai madharat atau
dampak negatif terhadap istri dan anak-anak.

Maka talak tidak dilakukan kecuali dalam keadaan terpaksa serta dengan
pertimbangan akan adanya kebaikan yang didapat setelah terjadi talak tersebut.
Suami hendaknya memperhatikan firman Allah subhanahu wata’ala, artinya,
Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang
ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS.al-Baqarah:229)

Talak mempunyai landasan syar i dari al-Kitab, as-Sunnah dan ijma’ serta dia
terkait juga dengan hukum yang lima, haram, makruh, wajib, sunnah dan mubah.
Talak diharamkan jika istri sedang dalam keadaan haid, dan makruh jika
dilakukan dengan tanpa sebab yang jelas padahal rumah tangga secara umum
masih dalam kondisi stabil, dan talak bisa jadi wajib jika perselisihan suami istri
sudah parah dan hakim atau penengah memandang bahwa talak adalah jalan yang
terbaik. Dan ia sunnah jika istri banyak melanggar larangan Allah atau banyak
melakukan kemaksiatan seperti terus mengakhirkan shalat wajib dan tidak mau
diingatkan suaminya serta mubah jika sang suami tidak suka terhadap kelakuan
dan perlakuan istrinya sehingga menyebabkan suami tidak ada kecondongan lagi

serta merasa tidak nyaman terhadapnya.
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Seandainya ummat Islam mau mengikuti petunjuk Kitabullah dan as-Sunnah
serta menerapkan adab-adab yang diwajibkan atau dianjurkan maka niscaya tidak
akan menghadapi berbagai masalah bertubi-tubi dan tak terhitung. Amat banyak
problem rumah tangga yang pada akhirnya berujung dengan penyesalan dan
kerugian. Lebih-lebih jika suami terlanjur menjatuhkan talak tiga atau talak yang
tidak ada rujuk lagi, maka segala penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Berapa
banyak para suami dan istri yang menyesal, berapa banyak anak-anak yang
terlantar dan berantakan kehidupannya, gara-gara sebuah keputusan dan
pertimbangan yang kurang matang.

Apa yang disyari’atkan Allah terkait dengan masalah talak ini benar-benar
mengandung hikmah yang mendalam, di antaranya adalah mempersempit ruang
gerak para suami agar tidak mudah atau gampang menjatuhkan talak. Sehingga
Allah mengaturnya agar tidak menalak ketika sang istri sedang haid, atau ketika
dia suci namun sudah digauli lebih dahulu. Hal ini untuk meredam rencana
seorang suami yang akan menalak istrinya serta memberikan kesempatan untuk
berfikir dan mempertimbangkan kembali. Tidaklah bagus dan proporsional jika
seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya kecuali ketika dia dalam sikap
dan keadaan adil terhadap keputusannya.

Seharusnya seorang laki-laki terlebih dahulu mempertimbangkan masak-
masak ketika memilih istri. Hendaknya jangan menikahi wanita yang tidak
diinginkan dan hendaknya siap menerima keadaan sang istri tersebut apa adanya
(gana’ah). lebih-lebih bagi mereka yang ada rencana untuk ta’addud (poligami).

Karena pada umumnya orang yang sering menikah maka dia sering mencerai
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Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua
pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti
melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Di dalam Islam, Rasulullah SAW pernah bersabda, “Tindakan halal tetapi
paling dilaknat Allah adalah perceraian.” Ketika pernikahan tersebut membuat
seseorang atau masing-masing pasangan yang menikah merasa tersiksa secara
lahir dan bathin akibat sebuah ikatan bersama, maka dihalalkan bagi mereka untuk
melakukan perpisahan rumah tangga. Secara harfiah, definisi perceraian adalah
pemutusan terhadap ikatan pernikahan secara agama dan hukum.

Namun dalam Islam, arti perceraian tidaklah semudah pernikahan. Banyak
tahap yang harus dilalui ketika perceraian benar-benar dilakukan. Dalam Al-
Qur’an Surat Ath-Thalaq, yang dipergunakan sebagai Undang-Undang
Perkawinan. Bahwa perceraian hanya akan terjadi ketika ada saksi dan melalui
tiga tahap, yaitu talak 1, talak 2, dan kemudian talak 3.

Apabila, seorang suami sangat berang terhadap istrinya sehingga terlontar kata
cerai, maka tidak akan terbersit cerai ketika tidak terdapat saksi diantara mereka
pada saat terucap kata tersebut. Itupun berlaku ketika seorang suami tidak dalam
kondisi yang tidak sadar, misalnya sangat marah dan sedang gelap mata sehingga
berkata cerai di luar akal dan niat sehatnya, maka dianggap tidak akan terjadi
perceraian.

Kehidupan manusia masa kini yang semakin modern dan maju telah mengikis
kesakralan pernikahan. Sehingga perceraian atau pisah ranjang sangat mudah

terjadi antara pasangan rumah tangga. Tidak ada usaha yang cukup berarti untuk
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bukan PNS. Hal ini disebabkan karena seorang PNS merupakan abdi masyarakat
yang terikat kerja dengan pemerintah, sehingga seorang PNS harus menjadi
panutan bagi masyarakat, sehingga perceraian bagi seorang PNS merupakan hal
yang sulit untuk dilaksanakan.

Adanya Peraturan Pemerintah ini sebenarnya merupakan pengejawantahan
atas azas-azas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, sebagai sosio-yuridis control terhadap Pegawai Negeri Sipil yang
merupakan Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, juga sebagai perlindungan hak
dan kewajiban bagi para Pegawai Negeri Sipil sendirt.

Adanya aturan tersebut merupakan peran serta fungsi dari pemerintah dalam
upaya menyikapi perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Artinya
pemerintah juga tidak serta merta mengamini perceraian yang dilakukan oleh
Pegawai Negeri Sipil. Bukan berarti mempersulit kehendak seorang Pegawai
Negeri Sipil untuk melakukan perkawinan, perceraian, ataupun polygami tetapi

justeru sebagai aturan yang dapat memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan.

C. Akibat Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil

Idealnya Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pemerintah yang mempunyai
beban tanggung jawab yang besar secara moril dan sudah seharusnya menjadi
patron yang diteladani pola lakunya oleh masyarakat. Sosok cerminan dari
masyarakat dalam bertingkahlaku dan berakhlak baik.

Maka dalam perceraian sangatlah besar akibat yang timbul dari Pegawai Negeri

Sipil jika dibandingkan dengan masyarakat biasa. Secara sosio tanggung jawab
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpufan

L

o

Oleh karena Seorang suami berstatus Pegawai Negeri Sipil maka ia tunduk
pada PP No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor
45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai
Negeri Sipil. Maka adapun Syarat-syarat isteri bisa diceraikan oleh suami
yang berstatus PNS didasarkan atas PP Nomor 10 Tahun 1983
sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Pasal 10 ayat 2

Syarat Alternatif :

a.Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

b.Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c.Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Adapun Proses Perceraian Pada Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai

berikut :

a) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib
memperoleh izin atau surat keterangan lebih dulu dari pejabat;

b) Permintaan izin sebagaimana dimaksud diajukan kepada pejabat

melalui saluran hirarki;

64
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o 18
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c) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri
Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian wajib
memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui
saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan
terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

d) Pegawai Negeri Sipil dan atau Atasan yang melanggar tersebut pada
huruf a, b, ¢ diatas serta tidak melaporkan perceraiannya dan tidak
melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga’keempat, dapat dijatuhi
salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil

Proses perceraian memang mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun begitu bukan berarti otoritasnya
hanya terkoptasi Undang-Undang tersebut saja melainkan dalam hal ini
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah
Tahun 45 Tahun 1990 juga mengambil peran. Dikarenakan suami selaku
pemohon cerai berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ditambah lagi
status agama dari pemohon dan termohon selaku muslim maka Undang-

Undang Kompilasi Hukum Islam juga ikut terlibat didalamnya.

Dalam hal membahas terkait tentang hak istri setelah diceraikan oleh
suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa pada hakikatnya peraturan yang mengatur tentang
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